
 
 
 
 
 

GUBERNUR JAMBI 
GUBE 

PERATURAN GUBERNUR JAMBI 

NOMOR  18  TAHUN  2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2016 

 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  

SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAMBI,  
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah 
daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, 
diperlukan perangkat daerah yang efisein dan efektif serta 
tetap mempertimbangkan kewenangan, karakterstik, 
potensi dan kebutuhan daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur 
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan 
Provinsi Jambi; 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I 
Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 
1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 
19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 

 2. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 65); 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
64); 
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  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) 

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494 ); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

  10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 
Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi 
Nomor 8); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI 
JAMBI. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi 
(Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 55), diubah 
sebagai berikut : 
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Pasal 19 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18, Seksi Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian 
menyelenggarakan fungsi: 

a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka 
penyusunan bahan evaluasi dan penyusunan pelaporan 
Dinas; 

b. penganalisaan, pengkajian dan evaluasi data hasil 
pelaksanaan program kerja Dinas; 

c. penganalisaan dan penyusunan bahan Laporan 
Perkembangan Pelaksanaan Kegiantan (LPPK);  

d. penganalisaan dan penyusunan bahan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan LPPD; 

e. penyiapan dan penyusunan bahan laporan LKPJ, RENJA dan 
RKT Dinas; 

f. penyiapan dan penyusunan bahan monitoring dan pelaporan 
program kerja Dinas serta program pembangunan secara 
periodik; dan 

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

 
Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.   

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. 

 
Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal   2 Juni 2017    
 

GUBERNUR JAMBI, 
 
           ttd 
         
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI  

 

Diundangkan di Jambi 
pada tanggal   2 Juni 2017    
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, 
 
             ttd 
 
H. ERWAN MALIK 
 

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2017 NOMOR  18 
    

 
 
 
 
 
 
  

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd 
 

M. ALI ZAINI, SH, MH 
Nip. 19730729 200012 1 002 
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LAMPIRAN  

   PERATURAN GUBERNUR JAMBI 
   NOMOR  18 TAHUN 2016 
   TENTANG 
   KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  

  DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
       DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI 
 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

    
    

KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

SUBBAGIAN 
PROGRAM, 

KEUANGAN DAN 
ASSET 

SUBBAGIAN 
UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

BIDANG PENGEMBANGAN 
JARINGAN 

TRANSPORTASI 

SEKSI PENDATAAN 
DAN INFORMASI 

SEKSI PERENCANAAN 
DAN PENGEMBANGAN 

JARINGAN 

SEKSI EVALUASI, 
PELAPORAN DAN 
PENGENDALIAN 

BIDANG PERHUBUNGAN 
DARAT DAN 

PERKERATAAPIAN 

SEKSI LALU LINTAS 
DAN ANGKUTAN 

 

SEKSI PRASARANA 

SEKSI TEHNIK SARANA 
DAN KESELAMATAN 

UPTD 

BIDANG PERHUBUNGAN 
LAUT, SUNGAI DANAU 
PENYEBERANGAN DAN 

UDARA 

SEKSI ANGKUTAN 
SUNGAI, DANAU DAN 

PENYEBERANGAN 

SEKSI 
PERHUBUNGAN 

LAUT 

SEKSI 
PERHUBUNGAN 

UDARA 

GUBERNUR JAMBI, 
 
 ttd 
 
H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd 
 

M. ALI ZAINI, SH, MH 
Nip. 19730729 200012 1 002 
 


